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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MURNISARI

bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan
rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembar Negara Tahun 2016
Nomor57, Tambahan Lembar Negara Nomor 5864)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam
Penyebaran Corona Cirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 94);

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 2091)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Lembar Negara Tahun 2104 Nomor 2094)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Tata
Wilayah Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 1045)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi
Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 2037)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi
Dan Tatakerja Pemerintahan Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset
Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 53)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
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(Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 1037)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 1038)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala
Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 1009)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi
Pemerintahan Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 1100)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa (Lembar Negara Tahun 2016
Nomor 1760)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan
Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 1761)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 89)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
(Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 155)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 156)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Lembar Negara
Tahun 2017 Nomor 934)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala
Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1221)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1222)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1223)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja
Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1444)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1955)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal
2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Beskala Desa (Lembar Negara
Tahun 2015 Nomor 158)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib
Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembar Negara Tahun
2015 Nomor 159)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa
(Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 160)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan
Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Tahun
2015 Nomor 161)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat
(Lembar Negara Tahun 2015 Nomor)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
(Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 53)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa
Membangun (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 300)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan
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Perdesaan (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 359)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat
(Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 787)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
(Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1810)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1261);

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman
Umum Program Inovasi Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor)

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa,
Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor
140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor
01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan
Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 dan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Desa
Lawan Covid 19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal
Pemberitahuan

Surat Dirjen PPMD Kemendesa PDTT nomor 9/PRI.00/IV/2020 Perihal Petunjuk
Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Tranfer
Ke daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384)

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 1506)
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa (Lembar Daerah Tahun 2014
Nomor 83)

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peningkatan
Infrastruktur Perdesaan Dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
(Lembar Daerah Tahun 2015 Nomor 45)

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembar Daerah Tahun 2019 Nomor 8)

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta
Monito Ring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap
Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembar
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Daerah Tahun 2015 Nomor 4)

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala
Desa (Lembar Daerah Tahun 2015 Nomor 5)

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Di Desa (Lembar Daerah Tahun 2014 Nomor 40)

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Lembar Daerah
Tahun 2015 Nomor )

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 39);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Keuangan Desa Di
Kabupaten Cianjur (Lembar Daerah Tahun 2015 Nomor)

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016 —
2021 (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor)

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan
Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi
Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86)

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran,
Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2019 Nomor 88);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan
Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi
Peyebaran Infeksi Covid-19;

Peraturan Desa Murnisari Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa)

Peraturan Desa Murnisari Nomor 03 Tahun 19 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK) Desa Murnisari Tahun 2020



81. Peraturan Desa Murnisari Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenagan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul berskala Desa

82. Peraturan Desa Murnisari Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Aset Desa

83. Peraturan Desa Murnisari Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pendapatan Asli Desa
(PAD) Desa Murnisari Tahun 2020

84. Peraturan Desa nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
menengah Desa

85. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MURNISARI
Dan
KEPALA DESA MURNISARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MURNISARI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MURNISARI Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula Rp 1.786.740.200,00
b. bertambah/(Berkurang) Rp (21.234.200,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 1.765.506.000,00

2. Belanja Desa

a. semula Rp 1.787.200.028,00
b. bertambah/(Berkurang) Rp (21.234.200,00)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.766.965.828,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 459.828,00

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp 459.828,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 459.828,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp 459.828,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 459.828,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 -3.2) Rp (459.828,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
MURNISARI .

Ditetapkan di : Murnisari
13 Juli 2020

Diundangkan di : Murnisari

LEMBARAN DESA MURNISARI NOMOR 07 TAHUN 2020



